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IYegara elum bagt uruh
Oleh M HADI SHUBHAN

etika Joko Widodo
dalam kampanye-
nya selaku calon

presiden mengusung Na-
wacit4 ada secercah ha-
rapan bagi kalangan bu-
ruh untuk dapat menatap
kehidupan mendatang de-
ngan lebih cerah.

Dalam Nawacita tersebut,
khususnya dalam cita yang ke-
tujuh, negara akan mewujudkan
kemandirian ekonomi, dengan
program aksi yang akan mem-
bangun pemberdayaan buruh.
Dengan Nawacita pula negara
berjanji akan hadir dalam mem-
bangun tata kelola pemerintah
yang bersih, sehinggajika terjadi
ketidakadilan bagi buruh tentu
negara tak akan absen untuk
menglrapuskan segala bentuk pe -
nindasan dan ketidakadilan itu.

Harapan buruh terhadap €-
pres Jokowi yang kemudian me-
menangi pemilihan presiden dan
menjadi presiden tentu bukan
tanpa latar belakang. Selama pe-
merintahan Orde Baru dan yang
teral<hir pemerintahan Presiden
SBY, buruh senantiasa termar-
jina.lkan dan terlindas dalam ber-
bagai kebijakan yang diambil pe-
merintah saat itu. Atau paling
tidah tidak pernah ada kebijakan
afirmatif untuk kesejahteraan
buruh. Akibat marjinalisasi dan
penindasan terhadap buruh da-
Iam penetapan berbagai kebijak-
an tersebu! tingkat kesejahte-
raan buruh tidak bertambah
membaik, bahkan kecenderung-
an semakin terpuruk

Tidak membaiknya tingkat ke-
sejahteraan buruh dapat dilihat
secara kasatmata dari upah yang
diterim4 yang diwujudkan dalam
kebijakan upah minimum pro-
vinsi (tlMP) dan upah minimum
kabupaten/kota CJMK). Pada ta-
hun 1995-an, upah minimum re-
gional CIMR) selalu di atas bah-
kan bisa sampai dua kali lipat dari
gaji terendah pegawai negeri sipil.
saat itu. Kini, pada 2015, upah
minimum jauh di bawah peng-
hasilan para abdi negara itu.

ngan langsung tancap gas men-
jalankan tugas kementeriannya,
dengan ingeksi mendadak ke

tempat penampung-
an tenaga kerja In-
donesi4 bahkan de-
ngan cara yang tidak
lazim, yalcri dengan
melompati pagar
tempat penampung-
an tersebut.

Namun, setelah
itu, tidak lagi ada ge-

reget dari Menaker.
Tidak ada pula ter-
obosan-terobosan da-
ri pemerintah yang
dikeluarkan untuk
memecahkan kebun-
fuan permasalahan
perburuhan, seperti
soal pengupahan, ja-
minan kepastian ker-
ja d* jaminan so-
sial.

Pada sisi lain, da-
lam visi misinya pada

agenda ekonomi.ber-
dikari, ditegaikan
bahwa sebagai salah
satu komi[men untuk
membangun pember-
dayaan buruh, akan
dilalnrkan penambahan iuran
BPJS Kesehatan yang berasal da-
ri APBN dan APBD. NamurU
alih-alih pemerintah meningkat-
kan pemberdayaan buruh, be-
Iakangan pemerintah justru akan
menail,rkan iuran BPJS

Iuran BPJS bisa saja dinaik-
karl tetapi hams terlebih dahulu
diperbaiki pelayanannya- Pada
pertengahan Februari 2or5, pim-
pinan BPJS dan Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia
menandatangani Surat Edaran
Bersama Nomor 08 Tahun
2O7'/O77/DPN /s.ys BfiI/2Ors
tentang Penundaan Aktivasi Ke-
pesertaan bagi Peserta Pekerja
Penerima Upah bagi anggota
Asosiasi Pengusaha Indonesia
atau Apindq yang berarti me-
nunda pelaksanaan kewajiban
pendaftaran peserta jaminan ke-
sehatan oleh pengusaha

Perlindungan
dan keseiahteraan buruh

Langkah mundur pemerintah-
an Jokowi tidak berhenti Sampai
di situ. Pada awal tahun ini, pe-
merintah juga yang berinisiatif
mengajukan revisi UU Ketena-
gake{aan pada program legislasi
nasional DPR Tidak jelas apa isi
perubahan UU Ketenagakerjaan
tersebut karena belum ada (atau

masih disembunyikan?) &af
RUU-nya serta belum ada pula
naskah akademiloya. Tetapi isi-
nya kemungkinan besar tidak
akan menambah kesejahteraan
dan perlindungan dan kesejah-
teraan buruh, karena hal itu me-
rupakan inisiatif elite tanpa me-
libatkan pemangku kepentingan
yang ada

Pemerintahan Jokowi me-
mang baru berumur satu semes-
ter sehingga belum banyak pro-
gram-program di bidang perlin-
dungan buruh yang bisa dieva-
luasi. Proposisi demikian bisa ja-
dibenar. Namun, tidak demikian
faktanya Program Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Na-
sional (RPJMN) 20Is-2019 yang
dituangkan dalam Peraturan Pre-
siden Nomor 2 Tahun 2015 ter-
nyata tidak mengimplementasi-
kan secara konliret sembilan
agenda prioritas Nalqacita, khu-
susnya bidang perbunrhan atau
ketenagakerjaan- 

.

Lampiran I RPJMN tidak se-
cara konlcet mengimplementa-
sikan Nawacita bidang tenaga
kerja" Sementara Lampiran 2,

alih-alih mengelaborasi Nawaci-
ta malah justru berlawanan de-
ngan Nawacita Pada halaman
3-1.f4 buku II program 3.5.10

tentang tenaga ked4 terhrlis "ke-

butuhan regulasi RPP ten-
tang Pengupahan yang
mengaitJ<an antara peng-
upahan dan pr.oduktivitas
sebagai arnanat dari UU
Nomor B Tahun 2OO3

tentang Ketenagakerjaan".
Progam ini jelas berten-
tangan dengan Nawacita
yang mengamanatkan
adanya RUU Sistem Peng-
upahan dan Perlindungan
Upah (lihat Nawacita visi
misi Capres Jokowi pada
halaman 33).

Dalam Nawacita pula
tercantum, Jokowi berj an-
ji akan melakukan pela-
rangan kebijakan penggu-
naan alih tenaga kerja di
BUMN. Sayang sekali, hal
ini sama sekali tidak di-
jabarkan secara konlcet
dalam RPJMN tersebut.
RPJMN telah secara ela-
boratif mengupzui peran
strategis BUMN tetapi ti-
dak mengatur secara ter-

JrrEr encana penghapusan alih
daya pekerja pada BLIMN.

BIIMN sebagai salah satu agen
pembangunan, harus mempelo-
pori keteladanan dalam berbagai
aspek termasuJ< keteladanan un-
tuk tidak bertindak tidak adil
terhadap pekerjanya melalui
lembaga a.lih daya pekerja.

Faktanya, justru BLIMN yang
secara terstnrktur, sistematis,
dan masif mempergunakan lem-
baga alih daya pekerja dalam me-
ngelola manajemennya dan bah-
kan tidak sedikit pula yang meng-
gunakan alih daya yang tidak
sesuai dengan ketentuan.

Nawacita sebagai cita-cita Jo-
kowi dalam jabatannya sebagai
presiden, kelihatannya tidak cu-
kup direspons oleh tim kerjany4
baik dalam RPJMN maupun da-
Iam regulasi-regulasi pemerin-
tahan, khususnya yang berkaitan
dengan perburuhan. Buruh kini
hanya berjuang sendirian, tanpa
kehadiran negara. Di usia pe-
merintahan Jokowi yang baru
berumur satu semestet peme-
rintah barangkali perlu diingat-
kan untul< kembali ke agenda
Nawacita yang diusungrrya.
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